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2010 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN, PEREDARAN MINUMAN 
BERALKOHOL DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL  
DI KABUPATEN KONAWE 
 
 
 
ABSTRAK : bahwa pengendalian Produksi, Pengedaran, Penjualan dan Penyajian Minuman 

Beralkohol sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketentraman 
dan ketertiban kehidupan masyarakat di kabupaten Konawe; bahwa minuman 
beralkohol adalah Minuman yang mengandung Ethanol yang Peredaran dan 
Penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan, sebagaimana diatur 
dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan 
Pengendalian Minuman Beralkohol; bahwa minuman beralkohol yang diminum/ 
dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman dan 
ketertiban masyarakat, maka perlu diatur ketentuan dan Tata Cara Penjualan dan 
Peredarannya termasuk pengawasan dan penertibannya dalam Wilayah Kabupaten 
Konawe; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu 
membentuk Peraturan Dearah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan, Peradaran 
Minuman Beralkohol dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional di 
Kabupaten Konawe. 

 
 

Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1822);  

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia urusan piutang negara 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2104);  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 
RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);  

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI 
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);  

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran 
Negara tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);  

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);  

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);  

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);  

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang 
Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);  

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin 
Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3596);  

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan 
Kabupaten/Kota dalam Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang 
Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.  

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
pengawasan  

19. instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan, 
Pengawasan, Penerbitan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di 
Daerah;  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kab. Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli 
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 45);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun 2007 Nomor 46);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kab. Konawe (Lembaran Daerah 
Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);  

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Organisasi, Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Tahun 2007 Nomor 48); dan pengendalian minuman beralkohol. 

 



Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 

1. KETENTUAN UMUM 
2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
3. GOLONGAN RETRIBUSI 
4. KETENTUAN PERIZINAN 
5. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
6. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
7. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
8. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF RETRIBUSI  
9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
10. WILAYAH PEMUNGUTAN  
11. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 
12. TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI KEDALUWARSA  
13. TATA CARA PEMBAYARAN  
14. TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PENYIDIKAN 
15. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI KETENTUAN PENUTUP 
16. TATA CARA PEMBETULAN,PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 
17. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
18. TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN 
19. TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

RETRIBUSI 
20. KETENTUAN PIDANA 
21. PENYIDIKAN 
22. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

 
 
 
 
STATUS : - Ditetapkan pada tanggal 7 April 2010 

-  Diundangkan pada tanggal 12 April 2010 
 



IZIN RETRIBUSI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 5 TAHUN 2010 
2010 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE 
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK 
DAN GAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN KONAWE 
 
 
 
ABSTRAK : bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk memberdayakan potensi yang 
dimiliki daerah; bahwa besarnya Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan laju 
inflasi dan peningkatan perekonomian dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk 
diubah; bahwa sehubungan dengan diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Perubahan. 

 
 

Dasar Hukum : 

1. Undang-undang nomor 29 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II 
di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan 
Lembaran Negara nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2831);  
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 3629);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5049);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4140);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama 
Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 103);  
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 
K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan 
dibidang Minyak dan Gas Bumi;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari nomor 16 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendari sebagai daerah otonom (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendari tahun 2000 nomor 64);  



10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi 
Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam Daerah Kabupaten 
Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2006, Nomor 28);  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 46). 

 

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 

1. KETENTUAN UMUM 
2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
3. GOLONGAN RETRIBUSI 
4. KETENTUAN PERIZINAN 
5. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 
6. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
7. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
8. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 

TARIF RETRIBUSI  
9. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
10. WILAYAH PEMUNGUTAN  
11. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH 
12. TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI KEDALUWARSA  
13. TATA CARA PEMBAYARAN  
14. TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN PENYIDIKAN 
15. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI KETENTUAN PENUTUP 
16. TATA CARA PEMBETULAN,PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN 

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 
17. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
18. TATA CARA PENYELENGGARAAN KEBERATAN 
19. TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

RETRIBUSI 
20. KETENTUAN PIDANA 
21. PENYIDIKAN 
22. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

 
 
 
STATUS : - Ditetapkan pada tanggal 7 April 2010 

-  Diundangkan pada tanggal 12 April 2010 
 



RETRIBUSI KESEHATAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 6 TAHUN 2010 
2010 
 
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH  
 
 
 

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasat 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pelayanan 
kesehatan adalah merupakan obyek retribusi jasa umum yang dapat dipungut 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yaitu berupa pelayanan 
kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai 
Pengobatan, Rumah Sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya 
yang sejenis; bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka 
retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu diadakan penyesuaian 
baik yuridis formil maupun yuridis materilnya; bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru. 

 
Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  

2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104 );  

3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048 );  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

 

 



 

 

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang : 

1. KETENTUAN UMUM 
2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
3. PENGELOLAAN RETRIBUSI 
4. PENGGOLONGAN RETRIBUSI 
5. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF   
6. WILAYAH PUNGUTAN  
7. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
8. SURAT PENDAFTARAN  
9. PENETAPAN RETRIBUSI  
10. TATA CARA PEMBAYARAN  
11. TATA CARA PEMUNGUTAN 
12. KEBERATAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
13. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
14. KADALUARSA PENAGIHAN  
15. KETENTUAN PENYIDIKAN  
16. KETENTUAN PIDANA 
17. SANKSI ADMINISTRASI 
18. KETENTUAN PENUTUP 
 
 

 
 
STATUS : - Ditetapkan pada tanggal 7 April 2010 

-  Diundangkan pada tanggal 12 April 2010 
 


